
WALIKOTA KENDARI
PERATURAN WALIKOTA KENDARI 

NOMOR 9 TAHUN 2013 
TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN DEPOSITO 
PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA KENDARI,

1 ¡nimbang: a. bahw a dalam rangka m elaksanakan ketentuan Pasal 193 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan 
Daerah yang m enyatakan bahwa uang milik pem erintahan 
daerah yang sem entara belum digunakan dapat didepositokan 
d a n /a ta u  diinvestasikan dalam investasi jangka pendek 
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, m aka 
perlu m engatur pedoman pengelolaan deposito Pem erintah Kota 
Kendari ;

b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim ana dim aksud 
dalam h u ru f a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota 
Kendari.

i ¡ngingat . 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pem bentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun 1999 Nomor 75, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia T ahun 2004 
Nomor 125, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua a tas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan 
Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pem erintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pem erintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pem erintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

9. Peraturan Pem erintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian U rusan Pem erintahan an ta ra  Pemerintah, 
Pem erintahan Daerah Provinsi dan Pem erintahan Daerah 
K abupaten/K ota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pem erintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang N egara/D aerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tam bahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia nomor 4730);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaim ana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN
tnetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

DEPOSITO PEMERINTAH KOTA KENDARI
BAB I 

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

ilam Peraturan Walikota ini yang dim aksud dengan :
Daerah adalah Kota Kendari.
Kepala Daerah adalah Walikota Kendari.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta perangkat daerah  
Pemerintah Kota Kendari sebagai u n su r penyelenggara pem erintahan daerah. 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala sa tuan  kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut 
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas m elaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara um um  daerah.
Kepala S atuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan /d inas/b iro  keuangan/bagian  keuangan yang m em punyai tugas m elaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai B endahara Umum 
Daerah.
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Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam  kapasitas sebagai bendahara um um  daerah.
Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh B endahara Umum Daerah.
Kas Daerah adalah tem pat penyim panan Uang Daerah yang d iten tukan  oleh 
Kepala Daerah u n tu k  m enam pung seluruh penerim aan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tem pat penyim panan Uang 
Daerah yang diten tukan oleh Kepala Daerah u n tu k  m enam pung seluruh 
penerimaan daerah dan m em bayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

i. Bank Umum adalah bank yang m elaksanakan kegiatan u sah a  secara 
konvensional d a n /a ta u  berdasarkan prinsip syariah yang dalam  kegiatannya memberikan ja sa  dalam  lalu lintas pembayaran.

i Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang m encakup pengelolaan 
kas dan su ra t berharga term asuk kegiatan u n tu k  menanggulangi kekurangan kas a tau  m em anfaatkan kelebihan kas secara optimal.

BAB II
PENEMPATAN DEPOSITO

Pasal 2
! Uang milik pem erintah daerah yang sem entara belum digunakan dapat 

diinvestasikan dalam  investasi jangka pendek dalam bentuk deposito 
berjangka w aktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan d a n /a ta u  12 
(dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otom atis sepanjang tidak 
mengganggu likuiditas keuangan daerah.

I Bunga deposito sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m erupakan pendapatan 
daerah yang disim pan kedalam rekening kas um um  daerah.

1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku B endahara Umum Daerah 
(BUD) m elakukan perjanjian dengan bank yang d itun juk sebelum 
menempatkan dana daerah dalam bentuk deposito.

Pasal 3
] I Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku B endahara Umum Daerah 

(BUD) m elakukan evaluasi pendapatan dan rencana kebu tuhan  un tu k  
menentukan jum lah minimum dana yang haru s tersedia di rekening Kas 
Umum Daerah.

| Hasil evaluasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) sebagai d asa r u n tu k  
menentukan jum lah uang yang dapat didepositokan.

Pasal 4
I Atas dasar hasil evaluasi sebagaim ana dim aksud dalam  pasal 3 ayat (2), 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku B endahara Umum Daerah 
(BUD) m enyam paikan su ra t perm ohonan persetujuan kepada Walikota un tuk  
menempatkan uang milik pem erintah daerah yang sem entara belum 
digunakan dalam  bentuk deposito.

| Berdasarkan su ra t perm ohonan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), 
Walikota m enerbitkan Surat Persetujuan Penem patan deposito.

Pasal 5
j irdasarkan S urat Persetujuan Penem patan Deposito dari Walikota, BUD segera 
I elakukan transfer sejum lah nominal dim aksud dari Rekening Kas Umum Daerah 
I ¡rekening deposito a tas  nam a Pem erintah Kota Kendari pada bank um um  yang 
I tunjuk.



BAB III 
PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 6
lila Pem erintah Daerah m em erlukan dana un tu k  membiayai pengeluaran, 
a Walikota melalui BUD dapat m encairkan sebagian a tau  seluruh uang yang 
ipan dalam  bentuk deposito dengan m em buat su ra t pencairan deposito.

Pasal 7
lasarkan persetujuan Walikota, BUD m enyam paikan surat pencairan deposito 
3ank u n tu k  segera m elakukan transfer sejum lah nominal dim aksud ke 
ming Kas Umum Daerah.

BAB IV 
PELAPORAN

Pasal 8
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ibat Pengelola Keuangan Daerah selaku B endahara Umum Daerah 
¡yampaikan laporan a tas  pengelolaan deposito kepada Walikota Kendari 
ip bulan a tau  pada saat ja tu h  tempo.

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Iituran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
r setiap orang mengetahui, m em erintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
(lengan penem patannya ke dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari 
jada tanggal O )  -  CA - 2013

PA KENDARI

mdangkan di Kendari 
ia tanggal o ' } ' © l '  2013
SETARI S DAERAH

:e n d a r i

~MiAMARULLAH
9 9KITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR .7. .


